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Informasi Artikel Abstract
Vol: 2 No: 1 Januari 2025 This research aims to analyze legal liability for perpetrators of job seeker fraud and
Halaman : 20-29 legal protection for fraud victims. This research uses normative juridical legal

research methods with a legislative approach, which focuses on the analysis of legal
documents related to legal accountability and legal protection in cases of job seeker
fraud. Data analysis techniques are carried out by collecting information from
various sources of legal literature, such as scientific journals, articles and internet
sources, in order to obtain a deeper understanding of the problems being studied.
The research results show that legal responsibility for perpetrators of job seeker
fraud must be based on applicable legal elements, such as the perpetrator's ability
to take responsibility, mistakes committed (whether intentional or negligent), and
the absence of excuses. Job search scams can harm victims financially and
psychologically, even damaging the image of a legitimate company or recruitment
agency. Perpetrators of fraud can be charged under criminal law based on the
Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law.
Strict law enforcement and appropriate legal protection are very important to

Keywords: protect the rights of job seekers and prevent greater losses. The government has an
Legal Liability important role in anticipating fraud by increasing public awareness, tightening
Job Seeker Fraud recruitment regulations, and providing complaint channels and a more transparent
Legal Protection and accurate job vacancy verification system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja
dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap
dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus
penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum
yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau
kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara
finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat
dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat
sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah
memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat,
memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan
pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penipuan Pencari Kerja, Perlindugan Hukum

PENDAHULUAN

Penipuan terhadap pencari kerja semakin mencemaskan seiring pesatnya perkembangan
teknologi dan media sosial. Banyak pencari kerja terjebak dalam praktik penipuan yang dilakukan oleh
oknum dengan berbagai modus operandi, seperti menawarkan lowongan pekerjaan palsu. Kejahatan
ini, sering dilakukan melalui platform online, dapat dikatakan sebagai, kejahatan “Cybercrime” atau
“siber” di mana pelaku memanfaatkan jaringan komputer dan platform media online seperti Facebook,
Instagram, WhatsApp, dan SMS untuk menarik korban dengan iklan atau postingan palsu yang
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menggoda. (Yemima Lusia Natalia, Anindya Bidasari, 2023) “Cyber crime” ini dikenal sebagai tindakan
yang menggunakan jaringan pada komputer guna untuk melakukan suatu kejahatan yang dimana
memanfaatkan kemudahan teknologi, seperti penyebaran informasi palsu atau manipulasi data, yang
bertujuan untuk merugikan korban. (Anisahaq & Kuswardani, 2022)

Pengguna media sosial sering tergiur dengan penawaran lowongan pekerjaan yang menawarkan
gaji besar, namun pelaku penipuan mengelabui korban dengan meminta sejumlah uang terlebih dahulu
sebagai jaminan untuk diterima kerja, seperti uang administrasi atau seragam. (Lasia et al., 2024)
Kejahatan penipuan online berbasis lowongan kerja ini tersebut seringkali menggunakan teknik
“Pishing” yaitu, sebuah tindakan kejahatan di mana pelaku membuat situs web palsu yang menyerupai
situs asli untuk mencuri data pribadi seseorang. Tujuan dari modus ini adalah untuk menipu korban
dengan mengaku sebagai perusahaan, lembaga, atau institusi yang sah. Pelaku akan membuat situs palsu
yang sangat mirip dengan yang asli dan menyebarkannya untuk menarik banyak korban. Situs tersebut
biasanya dirancang dengan sangat menarik untuk memikat perhatian. (Mulyadi et al., 2024)

Seperti pada kasus penipuan lowongan pekerjaan online yang dimana mengupload informasi
secara palsu melalui aplikasi di Facebook, di media sosial dengan menyamar sebagai peran anggota
karyawan mengatasnamakan PT. GNI (Gunbuster Nickel Industri) yang melakukan penipuan, sebanyak
11 (sebelas) orang warga. Arsyad mengungkapkan bahwa kasus ini dimulai ketika pelaku, yang
mengklaim sebagai peran anggota karyawan PT GNI, menawari peluang lowongan pekerjaan melalui
Facebook. Pelaku mengklaim mempunyai peran penting di perusahaan dan dapat membantu menerima
para pencari kerja untuk lolos. "Pelaku mengaku memiliki peran penting di PT GNL" jelasnya.
Selanjutnya, pelaku menuntut sejumlah uang dari korban agar terterima bekerja di perusahaan tersebut.
Jumlah besaran uang yang di mintai berjumlah antara Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta. Namun, hingga kini, korban
belum mendapatkan informasi pemberitahuan terkait menandatangani dokumen kerja, dan pada
akhirnya terungkap bahwa pelaku bukanlah seorang karyawan PT GNI. Total kerugian yang diderita
korban sebesar, Rp 18.500.000, ujar Arsyad. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, Marianti,
melaporkan kejadian tersebut ke Polres Morowali Utara. Penyelidikan oleh polisi membuahkan hasil
dengan penangkapan pelaku di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia Provinsi Sulawesi Tengah
pada Senin, 28 Agustus. Arsyad menambahkan, pelaku mungkin tidak bertindak seorang ddiri, dan
mereka masih menyelidiki adanya kemungkinan terlibatnya pihak yang lainnya dari kasus tersebut.
(Hafis Hamdan, 2023)

Kejahatan ini telah banyak menelan korban dan merugikan banyak korban kehilangan uang yang
seharusnya digunakan untuk kebutuhan harian, serta mengalami kerugian emosional, termasuk
kehilangan kepercayaan diri (Maulida & Ika Putri, 2024) dan dapat merugikan korban secara psikologis.
(Hasibuan & Syam, 2023) Data pribadi pencari kerja yang diunggah di platform digital bisa
disalahgunakan, mengancam privasi dan berpotensi dieksploitasi. (Suryani, 2024)

Meskipun ada upaya hukum untuk menangani kasus penipuan, banyak pelaku yang sulit
teridentifikasi, dan korban sering merasa putus asa dalam mencari keadilan. Regulasi yang ada dinilai
belum cukup efektif melindungi pencari kerja dari praktik penipuan yang semakin berkembang. Dalam
hal ini, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penipuan menjadi langkah penting untuk menciptakan
rasa aman dan mencegah praktik serupa di masa depan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih
transparan dan bebas dari penipuan.

Dari fenomena permasalahan tersebut penulis dapat memperumuskan masalah berdasarkan,
apa peraturan serta pertanggungjawbaan hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja? dan
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan pencari kerja?
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METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap
permasalahan hukum yang diteliti dengan merujuk pada berbagai dokumen hukum. Dengan melalui
pendekatan perundang-undangan (statue approach) terkait mengenai Pertanggungjawaban Hukum
Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja. Menurut, Muhaimin dalam
bukunya mengenai penelitian yuridis normatif yaitu, pendekatan yang menganalisis dokumen hukum,
seperti undang-undang, teori hukum, dan pendapat ahli, serta sering disebut sebagai penelitian literatur
atau kajian dokumen. (Dr. Muhaimin, 2020) Pengumpulan bahan data dari penelitian ini menghimpun
informasi di berbagai sumber hukum kepustakaan, melalui jurnal ilmiah, artikel ilmiah, sumber dari
internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang
diteliti. (Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pidana
Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana, yang dikenal dengan istilah
"teorekenbaardhied” atau “criminal responsibility”, bertujuan untuk menentukan apakah seorang
tersangka atau terdakwa harus diadili atas tindak pidana yang dilakukan. Proses penuntutan
bergantung pada apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam
undang-undang. Seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum,
kecuali ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melanggar hukum berdasarkan fakta kejadian
tersebut. Dan seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ia mampu
bertanggung jawab secara mental atau kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.
(Ferdinandus Kila et al.,, 2023) Dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana telah digabungkan, sehingga diperlukan keahlian
khusus untuk membedakan keduanya. Syarat-syarat pemidanaan tersebut diatur sesuai dengan prinsip
dasar penciptaan KUHP, yang menyatakan bahwa unsur-unsur delik dalam suatu penuntutan harus
dapat dibuktikan di persidangan. Jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi syarat-syarat
tindak pidana, maka ia dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun,
hanya mereka yang dianggap "mampu bertanggung jawab" dari segi kemampuan mental dan hukum
yang dapat dipidana, jika perbuatan tersebut telah terbukti melanggar hukum. (Mustikajati et al., 2024)
Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakan yang
melanggar ketentuan atau menyebabkan terjadinya situasi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana
berhubungan dengan proses penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas
perbuatannya.
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1) Kemampuan tanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana

dapat diminta pertanggungjawaban jika perbuatannya melanggar hukum dan tidak ada alasan

pembenar. Maksudnya adalah :

a. Kondisi kejiwaannya, tidak mengalami gangguan kesehatan yang bersifat permanen
maupun sementara, tidak mengalami kelainan dalam perkembangan mental, seperti
gagap, keterbelakangan mental, dan sejenisnya, tidak dipengaruhi oleh keadaan seperti
terkejut, hipnosis, emosi yang berlebihan, dorongan bawah sadar, berjalan dalam tidur,
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berbicara saat tidur karena demam, ngidam, atau kondisi lainnya. Dalam artian
melakukan perbuatan dengan keadaan sadar.

b. Kesanggupan mentalnya, mampu memahami makna dari perbuatannya, mampu
memutuskan apakah akan melaksanakan perbuatan tersebut maupun tidaknya, mampu
menyadari kesalahan yang terkandung dalam tindakannya.

2) Kealpaan/kesalahan
Kesalahan terjadi ketika seseorang sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang
melanggar hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan berkaitan dengan
perbuatan yang salah, baik melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya. Adapun
bentuk-bentuk dari kesalahan:

a. Kesengajaan
Kesengajaan terdiri dari tiga unsur-unsur meliputi tindakan yang dilarang, akibat
larangan, dan pelanggaran hukum. Kesengajaan terjadi jika pelaku menginginkan
perbuatan dan akibatnya.

b. Kesadaran penuh dan menyadari kepastian maupun keharusan
Kesengajaan seperti ini terjadi ketika pelaku tahu bahwa akibat dari perbuatannya pasti
akan terjadi, meskipun ia tidak berniat mencapainya. Teori kehendak menganggap
akibat tersebut diinginkan pelaku, sementara teori bayangan menyatakan pelaku hanya
memiliki gambaran bahwa akibat itu pasti terjadi, sehingga kesengajaan tetap ada.

c. Kesadaran penuh akan kemungkinan
Jika dalam pikiran pelaku hanya ada gambaran kemungkinan terjadinya akibat tanpa
tujuan pasti, maka perlu dilihat apakah pelaku akan tetap melakukan perbuatan tersebut
jika ada gambaran kepastian, bukan sekadar kemungkinan. Hal ini, dapat dikatakan
bahwa pelaku akan bertanggung jawab atas akibat yang mungkin terjadi, meskipun
akibat tersebut tidak diinginkan secara jelas.

3) Tidak ada alasan maaf
Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan kesadaran dan keputusan untuk
melakukannya, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Penentuan ini tidak dipengaruhi
oleh faktor eksternal atau dorongan tertentu, sehingga keputusan tersebut merupakan hasil dari
kehendaknya sendiri. (Zidti Imaroh, Ahmad Irwan Hamzani, 2023)

Teori Hukum Pidana
Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala
perbuatan yang melanggar aturan hukum, tertulis ataupun tidak tertulis, yang disahkan melalui
prosedur yang berlaku. Berikut ini pengertian hukum pidana menurut pendapat ahli :

1. Menurut Moeljatno, peraturan-peraturan yang mengatur tiga hal penting, yaitu jenis-jenis tindak
pidana, tanggung jawab atas tindakan tersebut, serta prosedur yang diambil oleh aparat penegak
hukum ketika tindak pidana terjadi. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan bekerja bersama
saat sebuah tindak pidana terjadi, yang menyebabkan munculnya tanggung jawab atas
perbuatan tersebut dan diproses oleh pihak berwenang untuk ditangani lebih lanjut. (Novita
Angraeni, Dewi Bunga, Citranu, 2024)

2. Menurut Simons, semua instruksi dan pembatasan yang ditetapkan oleh negara, yang disertai
ancaman hukuman bagi pelanggarnya, serta seluruh ketentuan yang mengatur persyaratan
untuk konsekuensi hukum yang muncul, dan semua peraturan.
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3. Menurut Van Hamel, negara menegakkan hukum dengan melarang tindakan yang melanggar
hukum dan memberikan hukuman kepada pelanggar. (Nafi’ Mubarok, 2020)

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Pencari Kerja

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup
unsur-unsur berdasarkan etimologi. Meskipun penipuan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam
KUHP, secara hukum, penipuan tidak memiliki definisi yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), namun diatur melalui unsur-unsur yang mengindikasikan apakah suatu tindakan dapat
digolongkan sebagai penipuan. Pasal 378 menyebutkan bahwa penipuan adalah tindakan yang
dilakukan dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan
melanggar hak orang lain. Dalam pelaksanaannya, penipuan sering kali melibatkan penggunaan
identitas palsu atau klaim yang tidak benar untuk memperoleh kepercayaan korban. Pengaturan
mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Bab XXV Buku Kesatu, tentang “Perbuatan
Curang” yakni, pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang berbunyi
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1918) Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP memiliki
beberapa unsur utama yaitu :

a) “menggerakkan orang lain”, yang berarti perbuatan atau ucapan yang dapat mempengaruhi
seseorang untuk bertindak berdasarkan informasi yang tidak benar.

b) “penyerahan benda”, yang tidak selalu melibatkan korban langsung, tetapi bisa juga melalui
orang lain atas perintah pelaku, dengan syarat ada hubungan sebab-akibat antara penyerahan
dan tindakan pelaku.

c) “penggunaan nama palsu”, di mana pelaku menggunakan identitas yang bukan miliknya untuk
menipu.

d) “penggunaan martabat palsu”, yang berarti pelaku mengklaim status atau posisi yang tidak
sesuai dengan kenyataan untuk memperoleh kepercayaan.

e) “penggunaan tipu muslihat dan kebohongan”, yang mencakup upaya untuk menipu dengan
tindakan atau kata-kata yang mengesankan sesuatu yang tidak benar.

Adapun bunyi pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan yang diatur
didalam KUHP baru yang akan di berlakukan pada tahun 2026 yaitu sebagaimana berbunyi “Setiap
Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong,
menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang,
atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V” ialah denda 500 juta (Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) Unsur-unsur penipuan pasal 492 Undang-
Undang Nomo 1 Tahun 2023 sebagai berikut :

a) “Pemakaian Identitas atau Status Palsu”, yaitu menggunakan nama atau posisi yang tidak asli
untuk tujuan tertentu.

b) “Tindakan Penipuan atau Manipulasi”, yaitu melakukan tindakan yang tidak jujur untuk menipu
atau memanipulasi orang lain.
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c) “Mempengaruhi Seseorang untuk Menyerahkan Barang” yaitu mengajak atau mempengaruhi
orang lain untuk memberikan barang secara tidak sah.

d) “Membujuk Orang Lain untuk Memberikan Hutang”, yaitu mempengaruhi atau mengajak orang
lain untuk memberikan pinjaman atau hutang tanpa alasan yang sah.

Semua unsur ini berfokus pada tindakan yang bertujuan untuk mengelabui orang lain demi
keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah (Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng
Esri Edhi Mahanani, 2023). Kemudian kasus penipuan pencari kerja tercantum dalam Pasal 28 ayat (1)
UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau
mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong
atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi
Elektronik.” Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, sebagaimana yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong
atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)” (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) Jadi, penipuan yang
dilakukan melalui media sosial dengan modus membuka lowongan kerja juga diatur dalam Undang-
Undang ITE mengenai pada Pasal 28 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan tidak benar, yang menyebabkan
kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dijatuhi hukuman. Meskipun informasi yang
disebarkan melalui media elektronik atau sosial media tidak selalu dimaksudkan untuk menipu, hal ini
tergantung pada konten yang disebar luaskan.

Perbedaan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP terletak pada rumusan yang ada,
dimana Pasal 28 ayat (1) tidak memerlukan unsur "menguntungkan diri sendiri atau pihak lain" seperti
yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam praktiknya, penyidik dapat
menggunakan kedua pasal ini apabila unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam keduanya terpenubhi.
Keberadaan aturan undang-undang ITE memberikan perlindungan lebih bagi konsumen. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE bertujuan untuk mengurangi serta melindungi hak-hak konsumen dari tindak
kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dan platform online. (Amelia, 2023)

Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum melindungi martabat dan hak dasar individu sesuai hukum untuk melindungi
mereka dari penyalahgunaan atau ketidakadilan. Dalam konsumen, hal ini berarti memberikan jaminan
bagi Perlindungan hukum bertujuan memastikan hak pelanggan dan hak asasi manusia terlindungi,
memberikan rasa aman, serta menjamin hak yang dilindungi oleh hukum dari ancaman atau gangguan
mana saja. (Prayoga etal., 2023)
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Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada keadaan di mana hukum diterapkan dengan pasti dan konkret,
memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan dari perbuatan yang tidak tepat. Hal ini,
setiap orang dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum, serta memperoleh
hasil yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi
masyarakat dari perilaku aparat penegak hukum yang arogan dan memberi kejelasan mengenai
tindakan yang benar atau salah. Kepastian ini bisa diwujudkan melalui peraturan yang jelas dan
penerapan yang konsisten. Meskipun begitu, kepastian hukum tidak harus selalu mutlak, tetapi harus
disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu, dengan tetap mempertimbangkan prinsip manfaat dan
efisiensi. (Afdhali & Syahuri, 2023)
Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum yaitu, penetapan hukum yang jelas dalam situasi tertentu dan
terciptanya rasa aman dalam hukum. Ia berpendapat bahwa, masyarakat dapat memahami hukum
sebelum terlibat dalam sengketa dan mendapatkan perlindungan saat mencari keadilan. (Nuraida
Fitrihabi, Rafikah, 2021) Menurut Gustav Radbruch, yaitu hukum yang mengatur kepentingan
masyarakat harus dihormati, meskipun terkadang dianggap tidak adil. (Astuti & Daud, 2023) Menurut
Jan M. Otto, mengharuskan adanya aturan jelas, konsisten, dan mudah diakses serta penerapan yang
konsisten. Instansi pemerintahan, kesepakatan mayoritas warga untuk mengikuti aturan, penerapan
yang adil dan konsisten oleh hakim, serta pelaksanaan keputusan peradilan yang konkret. (Komeni &
Widjajanti, 2024)

Teori Keadilan

Keadilan tidak selalu berarti penyamarataan, melainkan memberikan setiap orang mendapatkan
haknya sesuai dengan keadaan pribadi masing-masing. Menurut Aristoteles keadilan yaitu, sebagai
pembagian hak dan kewajiban yang seimbang di antara anggota masyarakat, di mana setiap individu
berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pemikirannya tentang keadilan juga menggambarkan
cara ideal untuk mengorganisir dan menjalankan masyarakat. (Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya,
2024) Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, keadilan yaitu, kebajikan mengatur interaksi antar
individu dalam bermasyarakat. dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan serta harmoni
sosial. (Nikodemus & Endi, 2023)

Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah prinsip mendukung asas keadilan dan kepastian hukum dalam
penerapannya, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak manfaat dari keputusan hukum
tersebut. Sebagai halnya contoh, dalam kasus hukuman mati, perlu dipertimbangkan apakah hukuman
tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan alternatif lainnya.
Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, namun harus didasarkan pada nilai
manfaat yang dapat diberikan bagi masyarakat. Meskipun hukum mungkin tidak selalu sempurna atau
tampak tidak adil, hukum tetap harus dihormati dan ditaati selama masih berlaku. Kemanfaatan hukum
harus menjadi perhatian utama, karena setiap individu menginginkan agar penegakan hukum
memberikan hasil yang bermanfaat. Jika penegakan hukum diterapkan dengan cara yang salah, hal ini
justru dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan dalam masyarakat. Terkadang, kita terlalu fokus
pada peraturan yang ada, yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat. (Palsari, 2022) Selanjutnya menurut Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan untuk
memastikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pada dasarnya, tujuan hukum ialah,
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi banyak orang. (Noorsanti & Yudhanti, 2023)
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Peran Pemerintah Dalam Antisipasi Maraknya Kasus Penipuan Pencari Kerja

Pentingnya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman
penipuan dalam mencari pekerjaan, melalui berbagai kampanye di media dan seminar, kesadaran
masyarakat mengenai ciri-ciri penipuan dan cara pencegahannya dapat ditingkatkan. Selain itu,
peraturan yang mengatur perekrutan tenaga kerja perlu diperketat untuk memastikan bahwa pelaku
penipuan mendapatkan sanksi yang sesuai. Pemerintah juga dapat mendukung terciptanya platform
pencarian Kkerja yang aman dan dapat dipercaya, sehingga pencari kerja mendapatkan informasi yang
akurat. Memberikan dukungan hukum kepada korban penipuan penting agar mereka mendapatkan
perlindungan dan memastikan pelaku penipuan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintahan juga telah berantisipasi, kususnya di badan penyelesaian Kemnaker yang telah
menyediakan jalur pengaduan bagi masyarakat. Kemnaker telah mengambil langkah untuk mengatasi
penipuan terkait iklan lowongan pekerjaan dengan mendirikan posko pencegahan, membentuk tim
khusus bersama BSSN, Kominfo, Polri, dan Dinas Tenaga Kerja daerah, serta menyediakan portal resmi
untuk informasi lowongan yang valid. Kemnaker juga akan menerapkan sistem registrasi QR Code untuk
setiap lowongan pekerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. (Wicaksono, 2024)
Dengan adanya resgistrasi ini, dapat mengawasi setiap iklan lowongan pekerjaan dan proses perekrutan
yang mencurigakan dan mengurangi maraknya potensi penipuan.

KESIMPULAN
Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasari unsur-

unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik
kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam konteks pencarian kerja
dapat merugikan korban, baik secara finansial maupun psikologis, dan berpotensi merusak citra
perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dalam dunia ketenagakerjaan dapat dijerat
dengan hukum pidana, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan perlindungan terhadap
masyarakat dari penipuan yang semakin marak, terutama melalui platform media sosial.

Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk
melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memainkan
peran penting dalam mengantisipasi maraknya penipuan pencari kerja dengan meningkatkan
kesadaran masyarakat melalui kampanye, memperketat peraturan perekrutan, dan menyediakan
saluran pengaduan serta sistem verifikasi lowongan pekerjaan. Dengan demikian, penerapan hukum
yang jelas dan perlindungan yang tepat dapat melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan
keadilan dalam penegakan hukum.
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